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The study of magasid al-syari'ah is a philosophical aspect of sharia that has been

formulated in such a way by ugliyzn. Imam al-Syatbi has formulated this
magasid category into magasid asliyah and magasid al-tabi'ah. From tedivision,

The Keywords: the magasidiyah method can be used to look deeper into the problems of Islamic
Dowry law in its philosophical aspect. Among the problems that concern the author is
Magqasid al-Syari‘ah the position of the dowry in marriage, considering that the dowry is not included
Magasid al-Mukammil as a pillar and condition of marriage by the fugaha. This study aims to answer

two questions, first, what is the position of the dowry in marriage, second, what
is the maqasid al-Shariah of the dowry? To answer this question, the author uses
a magqasidiyah approach. The results of the study concluded, first, the dowry is a
mandatory gift in marriage. Both dowries become magasid al- mukammil.
Giving dowry is essentially a part of implementing safeguards against human
goals (perfection).

Kata Kunci:

Mahar
Magqayid al-Syari‘ah ABSTRAK

Magasid al-Mukammil Kajian magasid al-syari‘ah merupakan aspek filosofis dari syariah yang telah
dirumuskan sedemikian rupa oleh ugiliyzn. Imam al-Syaibi telah merumuskan
katagori magqasid ini menjadi magqasid asliyah dan magqasid al-tabi‘ah. Dari
pembagian ini, metode maqasidiyah kiranya bisa digunakan untuk melihat lebih
dalam permasalahan hukum Islam dalam aspek filosofisnya. Diantara masalah
yang menjadi perhatian penulis adalah kedudukan mahar dalam pernikahan,
mengingat mahar tidak dimasukkan sebagai rukun dan syarat nikah oleh fugaha.
Penelitian ini untuk menjawab dua pertanyaan, pertama bagaimana kedudukan
mahar dalam pernikahan, yang kedua, Apa magasid al-Syariah dari mahar?
Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis menggunakan pendekatan magasidiyah.
Hasil penelitian menyimpulkan, pertama mahar adalah pemberian wajib dalam
pernikahan. Kedua mahar menjadi magasid al-mukammil. Pemberian mahar
pada hakikatnya menjadi bagian dalam menerapkan penjagaan terhadap tujuan
manusia (penyempurna).

PENDAHULUAN

Pengertian dan Dasar Hukum Mahar
Kata mahar berasal dari bahasa Arab yaitu al-mahr, jamaknya al-muhir atau al-muhiira

yang artinya tanda pengikat (Ma’luf, 1986). Al-Quran sendiri tidak pernah membahasakan
mahar dengan kata mahar. Al-Quran menggunakan kata shaduqat, nihlah, ujir, tawl, faridah,
dan gintar, sementara kata mahar ditemukan dalam Hadith dan tradisi Arab (Sulaiman, 2013).
Pengertian mahar menurut syara ‘ didefenisikan oleh para ulama, antara lain:
1. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai jumlah harta yang yang menjadi
hak istri karena akad perkawinan atau terjadinya senggama dengan sesungguhnya (Hani,
2019).
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2. Ulama mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal
untuk digauli (Hani, 2019).

3. Ulama mazhab al-Syafii mendefeniskan mahar sebagai harta yang wajib dibayarkan
suami kepada istrinya ketika berlangsung akad nikah sebagai imbalan dari kesediaan
penyerahan kepada suami (Dahlan, 2001).

4. Ulama mazhab Hanbali mendefinisikannya sebagai imbalan dari suatu perkawinan, baik
disebutkan secara jelas dalam akad nikah ataupun ditentukan setelah akad dengan
persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim (Dahlan, 2001).

1
Dari eksplorasi yang dijelaskan para ulama ini, didapati bahwa mahar merupakan suatu

kewajiban yang harus dipikul oleh setiap calon suami yang akan menikahi calon istri sebagai
tanda persetujuan dan kerelaan untuk hidup bersama sebagai suami istri, jadi mahar itu menjadi
hak penuh bagi istri yang menerimanya, bukan hak bersama dan bukan pula hak walinya, tidak
ada seorangpun yang berhak memanfaatkannya tanpa seizin dari perempuan itu.

Ada 24 Hadith yang menjelaskan hukum mahar. Di antaranya:

s iy @ ook Jiy: 1§

Artinya: Dari ‘Amir ibn Rabi‘ah, sesungguhnya seorang perempuan dari Bani Fazarah menikah
dengan mahar sepasang sandal. Rasulullah bertanya kepada perempuan tersebut:
Apakah engkau ridha dengan mahar sepasang sandal? Perempuan tersebut menjawab:

Ya, Rasulullah. Akhirnya meluluskannya”. (HR. Ahmad)
Sabda Rasulullah Saw:

U e ogllo™ gy ohedies 0gr )l (08 Fop ok Op e e

43¢ Op e sl g st Jest Jlipuds:
Artinya: “Telah berkata Yahya, telah berkata Waqi’ dari Sufyan dari Abi Hazim ibn Dinar

dari Sahal ibn Said as-Sa’idi bahwa nabi berkata:” hendaklah seseorang menikah
meskipun (hanya dengan mahar sebuah cicin yang terbuat dari besi”(HR Bukhar).

Dua Hadith tersebut menunjukkan kewajiban mahar dalam perkawinan sekalipun
sesuatu yang sedikit, namun kedua Hadith tersebut haruslah dipahami sesuai dengan

konteksnya. Hal ini karena di sisi lain Rasulullah dan sahabat memberikan mahar kepada
istrinya dengan mahar yang sangat tinggi. Sebagaimana disebutkan dalam Hadith:

&
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Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibn Harb, telah menceritakan kepada kami
Syu‘bah dari Abd al-Aziz ibn Suhaib dari Anas bahwa Abd al-Rahman ibn ‘Auf
menikahi seorang wanita dengan mahar berupa wazn nawat (butiran emas), lalu Nabi
shallallahu ‘alaihi wasallam menyaksikan pesta walimahan yang penuh keceriaan,
maka Abdurrahman pun berkata, "Sesungguhnya aku telah menikahi seorang wanita
dengan mahar satu ons emas." Dan dari Qatadah dari Anas bahwasanya; Abdurrahman
ibn ‘Auf menikahi seorang wanita dengan mahar satu ons emas.

Dari sini jelas bahwa tidak ada keterangan dari Nabi jika beliau meninggalkan mahar

pada suatu pernikahan. Andaikata mahar tidak wajib tentu Nabi Saw pernah meninggalkannya
walaupun sekali dalam hidupnya. Dari realitas ini, para ulama menyepakati bahwa mahar
merupakan kewajiban dari suami dan tidak bisa dipisahkan dari pernikaha.
Dengan demikian kedudukan mahar sebagai pemberian wajib mesti dieksplorasi dalam
pendekatan magasid. Pendekatan magasd diawali dengan tahap penemuan nilai yang dalam
ilmu usiz/ al-figh disebut takhrij al-mana, kemudian penerapan nilai yang disebut tahqq al-
mandat. Model penelitian ini ini dapat disederhanakan menjadi tiga langkah berikut: 1)
perumusan nilai syara ‘; 2) penelitian terhadap realitias secara objektif; 3) analisis deviasi antara
realitas yang diamati dengan syara .5

Pengertian Magasid al-Syari‘ah

Di antara tokoh klasik yang merumuskan defenisi maqasid adalah Imam Juwaini, Imam
al-Ghazzal, Imam al-Syaibi dan Imam ‘lzz al-Din ibn‘Abd al-Salam, sementara dari ulama
kotemporer yaitu Imam Raisuni, lon ‘Asyir, Ramadan al-Buti, al-Yibi, Muhammad Abu
Zahrah dan Wahbah al-Zuhaili.

Para peneliti yang mengkaji pemikiran Imam al-Ghazzali menyatakan tidak ada defenisi
khusus darinya, tetapi mereka sepakat tentang adanya pembicaraan al-Ghazzali yang dapat
menjadi rujukan mengenai magasid dalam pemikirannya. Dalam kitab Syifa al-Gall, Imam al-
Ghazzali menyatakan bahwa pemeliharaan magasid merupakan ungkapan yang mengandung
artimelestarikan (maslahat) menolak hal hal yang pasti (merusak) dan mewujudkanmasiahat.

Imam al-Syatibt” membagi magasid menjadi dua, yang pertama berkaitan denganmaksud
tuhan, selaku pembuat syariah, dan kedua berkaitan dengan maksud mukallaf. Imam al-

® Secara kebahasaan magasid berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari magsad, yang bermakna
maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir, terma itu berarti telos dalam bahasa Yunani. Tidak terkecuali
intelektual seperti Jasser Auda ber/upaya mendefenisikan magdasid itu sebagai sasaran atau maksud dibalik
hukum, dalam menegaskan pernyataannya, Jasser Auda melihat sebagai bentuk pernyataaan alternatif
untuk masalih, Imam al-Juwaini salah seorang kontributor paling awal dalam magdasid menggunakan
istilah al-magasid dan al-masalih ‘amah. Jabbar Sabil, Validitas Magqasid al-Khalg, Studi terhadap
Pemikiran al-Ghazzali, al-Syatibi, dan Ibn ‘Asyir. (Banda Aceh: Sahifah, 2018), him. 17.

"Imam al-Syatihi telah merumuskan teori magaid al-syariah setelah fase Imam al-Juwaini dnal-
Ghazzali. Dalam kitabnya al-Muwafaqat, al-Syatihi membahas khusus bab Magasid pada juz ke dua. Jabbar
Sabil, Validitas Maqasid al-Khalg, Studi terhadap Pemikiran al-Ghazzali, al-Syatibi, dan €n ‘Asyir.
(Banda Aceh: Sahifah, 2018), him. 24.
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Syatibt telah pula merumuskan katagori magdasid menjadi maqasid asliyah dan maqasid &abi ‘ah.
Rumusan ini kemudian menjadi magasid al-syariah al-‘ammah dan magasid a syari‘ah al-
khassah, ia mendefenisikan al-maqdsid al-syari‘ah al-‘ammah adalah al-ma‘ani dn al-hikmah
yang menjadi perhatian al-Syari‘ pada semua pensyariatan atau pada kebanyakan pensyariatan.
Di mana keberadaan al- ‘ammah sendiri tidak hanya berlaku pada satu jenis hukum syariat
tertentu secara khusus. Adapun magasid al- syari‘ah al-khassah adalah cara yangdimaksudkan oleh
al-Syari® dalam memastikan tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara
kemashlahatan umum manusia dalam aktivitas mereka yang khusus.

Keberhasilan al-Syatibi terletak pada usahanya menurunkan pembahasan magasid dari
ranah filsafat ke dalam realitas umat. Hal ini menempatkannya sebagai dasar nilai, atau
memadukan nilai dengan tindakan, maka keberadaan magasid al-syari‘ah sebagai evidensi
harus bisa dieksplesitkan agar ia dapat dijadikan dasar pertimbangan yang bertanggungjawab,
sikab al-Syaiibi memasukkan magasid al-tabi‘ah dalam magasid al-syari‘ah  menimbulkan
pertanyaan tentang nilai kepastian magqasid al-syari‘ah, lalu bagaimana ia dapat menyatakan
magasid al-syariah itu gatf, sementara di dalamnya ada maqasid al-zabi‘ah yang kembali
kepada asal yang dhanni, sementara itu, pembahasan al-Syatibi tentang magqasid al-mukallaf
lebih berupa penekanan agar setiap mukallaf menyesuaikan magqasidnya dengan maqgasid at
syari‘ah. Bagi al-Syaiibi, magasid al-syari‘ah adalah nilai maslahat dalam realitas kehidupan
manusia itu sendiri, tetapi dalam konsepsi moralitas.

Ulama kotemporer yang juga turut memberikan perhatian besar kepada magqasid adalah
Ibn ‘Asyiir.® Bagi Ibn ‘Asyiir magasid menjadi ilmu yang independen. Pembahasan tentang
magasid al-syari‘ah merupakan suatu pembahasan yang berdiri sendiri dalam mempelajari
maqasid al-syart‘ah yang disesuaikan dengan realitas kekinian dan konteks modern. ladianggap
telah berhasil mengembangkan konsep magasid menjadi lebih luas yang sebelumnya hanya
berkutat pada kajian juz iyyah dan kulliyah saja, yakni dengan melebarkan pembahasan al-maqa
sid ke dalam magqasid al-syari‘ah tentang mu ‘amalat yang di dalamnya magyesberbagai isu-isu
tentang al-magasid al-syari‘ah dalam hukum keluarga, al-maqasid al-syai‘ah dalam penggunaan
harta, al-magasid dalam hukum perundangan, kesaksian dan lain-lain.

Ibn ‘Asylir membangun teorinya dengan landasan epistimologi. Di samping itu ia
menjadikan konsep al-magdasid al-syari ‘ah menjadi suatu disiplin ilmu independen yang menjadi
sumber dan dalil hukum dalam merumuskan rancang bangun suatu hukum. Upaya rekonstruksi
ini, tertuang dalam karyanya, Magqasid al-Syari‘ah al-Islamiyah. Dalam kitabnya ini, Ibn ‘Asytr
menyingkap rahasia dan hikmah diturunkannya syariat, sebagai sebuah alternatif saat
munculnya perbedaan pendapat para ulama, baik dikarenakan perbedaan masa hidup, zaman,
kondisi sosial masyarakat, atau perbedaan kadar kemampuan dalam perumusan suatu hukum.

8 para ulama era Klasik mengelompokkan magqasid ke dalam bab giyas dalam perumusan ta ‘7il,
sementara Ibn ‘Asylir melihat bahwa bahwa Usul Fikih lebih bersifat dhan sementara magasid al-syariah
mendekati qari sehingga ada upaya untuk memisahkan magasid secara mandiri dari uszl a-figh. Jabbar
Sabil, Validitas Maqgasid al-Khalg, Studi terhadap Pemikiran al-Ghazzali, al-Syatibi, dan In ‘Asyiir. (Banda
Aceh: Sahifah, 2018), him. 18.
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Karakter magasid al-syari‘ah hasil rumusan Ibn ‘Asyiir yang elastis, lintas ruang dan
waktu mampu berdialektika dengan problematika hukum fikih kontemporer yang senantiasa
berkembang setiap saat. Ibn ‘Asyir merancang konsep al-magasidnya untuk menyingkap
rahasia dan hikmah diturunkannya syariat, saat munculnya ikhtilaf para ulama, baik dikarenakan
perbedaan masa hidup, kondisi sosial masyarakat, atau perbedaan kadar kemampuan dalam
perumusan suatu hukum.

Ibn ‘Asyiir menganalisa prilaku Nabi dalam bersyariat, dimana dalam pandangannya
ada dua belas bagian, yaitu: al-rasyri‘, al-fatwa, al-qada, al-Imarah, al-Huda dan al-Irsyad
(bimbingan), al-Sulh (kemaslahatan), al-isyarat (isyarat), al-nasihat (nasehat), al-takmil al-
Nufizs (kesempurnaan diri), al-ta‘liim al-hagigat (hakikat), al-ta‘dib (kedisiplinan), al-tajarrud
wa al-Irsyad (kebiasaan umum) (Sabil, 2013).

Dari semua dimensi ini, Ibn ‘Asyiir hendak menyimpulkan bahwa muara yang hendak
dituju oleh syariat adalah satu, sedangkan jalan atau perantara yang ditempuh adalah banyak
dan bermacam-macam. Oleh karenanya tidaklah bijaksana apabila memperdebatkan al-wasa il
(perantara) tanpa memandang prinsip-prinsip utama dari dibangunnya al-wasa il tersebut, yaitu
kemaslahatan. al-Ytibt menyinggung maslahat ini dalam kaidah umum magqdasidiyyah kesembilan
belas (Al-Yubi, 1998) yaitu:

Jbly ol ipdlip £p Lladpl g Ll
Artinya: Mengikuti maslahah secara bertentangan dengan nas adalah batal.

Pada akhir pembahasan mengenai legalitas al-magasid, Ibn ‘Asyiir
menyimpulkan bahwa diperlukan bagi seorang mujtahid sebelum merumuskan suatu
teori al-magqasid untuk menguasai beberapa hal:

a. Mengetahui secara komprehensif maksud dari sebuah teks dan latar belakang turunnya
teks.

b. Melakukan observasi metodologis pada teks-teks yang pada dahirnya mengandung
paradok.

d. Melakukan analisa atas teks-teks yang bermakna ganda dengan menganalogikannya
pada teks lain yang menunjukkan hukum secara jelas.

e. Melakukan kompromi metodologis dengan meletakkan al-maqaid al-Syari‘ah sejajar
dengan teks agama untuk kemudian didialogkan dengan realitas kekinian. Hal ini demi
terciptanya konsep fikih yang hidup, humanis dan mengakomodir kemaslahatan umum.

Selanjutnya ulama kotemporer yang turut memberi defenisi magasid yaitu Imam
Raisuni. la menyatakan bahwa magasid al-syari‘ah adalah tujuan, dimana syariat ditetapkan
untuk mewujudkan tujuan itu bagi kemaslahatan hamba. Imam al-Raisuni membagi magasid
kepada tiga katagori, yaitu, al-magasid al-‘ammah, al-maqasid al-khassah, al-magqdsid &
juziyyah.

Dari sini para wusuliyun berusaha menetapkan metode dalam penemuan magasid
diantaranya ‘lzz al-Din ibn ‘Abd al-Salam dalam kitabnya Qawa id al-Ahkam fi Masalih al-
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Anam (al-Salam, 1999) menggariskan dua rumusan besar dalam penemuan magasid al-syari‘ah:
1). Masalih dan mafasid akhirat tidak bisa dikenali kecuali melalui nas (al-nagl). 2).
Kebanyakan masalih dan mafasid duniawi bisa diketahui secara akal, demikian pula dengan
kebanyakan syariat.

Sedangkan menurut al-Syatibi, magasid dapat diketahui lewat cara berikut:

1. Magasid al-syari‘ah diketahui dari adanya perintah dan larangan, sebab wujudnya
perbuatan setelah ada perintah merupakan tujuan syara’.

2. Magasid al-syari‘ah diketahui berdasarkan al-‘illah dalam perintah dan larangan,
karena penemuan al- ‘i/lah menunjukkan tujuan pensyariatan suatu hukum.

3. Magasid al-syari‘ah juga diketahui karena dalam pensyariatan, al-Syari‘ memiliki
tujuan utama (magasid asliyah) dan tujuan tujuan pendukung (magasid al-syari‘ah a-
tabi‘ah).

4. Magasid al-syari‘ah juga diketahui dari diamnya al-Syari’ terhadap suatu masalah,
padahal terlihat adanya kebutuhan agar pada masalah itu diberi ketetapan.

Magasid al-Mukammil
Mukammil secara bahasa bermakna mutammim yang artinya menyempurnakan. Secara
istilah mukammil adalah:

02wy dpdyzaesd Olel sl punddl gl sel bl sls) gl Op o goald (adbl gy e pis L

dpldll (o gl 1 pdlo o L3 L

Artinya: Sesuatu yang dapat menyempurnakan wasilah penjagaan kepada maksud primer,
sekunder dan tersier. Ketiadaannya tidak membatalkan tujuan dasar dari maqasid (al-
Rabi‘ah, 2009).

Contoh mukammil adalah menyempurnakan rukun salat bagian dari mukammil
daruriyyat, jika terhalang melakukan salat, maka gugurlah mukammil. Dari pengertian di atas
didapati bahwa Magasid daruriyyat adalah asal untuk magqasid hajiyyat dan tahsinat, mashlahah
dapat terwujud dengan adanya maslahah yang lima. Hukum mukammil menyempurnakan
hajiyyat dan tahsinat, kesempurnaan hajiyyat dan tahsinat membawa kepada takmilat. Al-Yubi
menyebutkan dalam kaidah:

Jedp dpdpll Jpddl

Artinya: Sesuatu yang menjadi penyempurna bagi yang lain berlaku sebagaimana penyempurna
bagi yang disempurnakannya (al-Yubi, 1998).
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Para ulama sepakat akan adanya maslahat® yang dipelihara sebagai penyempurna (al-
mukammil). Menurut al-Gazzalt, untuk kesempurnaan ketiga tingkatan magasid itu juga
dipelihara maslahat penyempurna (al-mukammil) agar pemeliharaan magasid utama (asal) dapat
lebih terjamin. Al-mukammil menunjukkan ketidakmandiriannya sebagai bagian dari daruriyah.
Al-mukammil tercakup dalam daruriyah karena tuntutan kebutuhan pemeliharaan ekstra
(mubalagah) terhadap daruriyah. Al-Syaibi menyebut bahwa al-magasid al-mukammil adalah
semua hal yang berlaku sebagai penyempurna bagi ketiga tingkatan magqdsid, ketiadaanya tidak
merusak magqasid utama (asal).

Hal ini sesuai dengan kaidah Imam al-Yabi:
Jbld piidly el g 2 Jpda J3

Artinya: Setiap penyempurna yang meruntuhkan asalnya adalah batal (Sabil, 2013).

Mukammil yang diambil dari sadd al-dhara ‘i merupakan corak yang diangkat mazhab
Maliki. Berbeda dengan sddd al-dhara‘i (Ismatullah, 2010) yang lebih umum, ia
dimplementasikan dalam al-umiru bi magqgasidiha, akad bertujuan untuk mewujudkan
kemashlahatan dan juga makna yang terkandung di dalamnya. Bukan hanya sekedar ucapan dan
juga ungkapan, yaitu perubahan dalam pola hubugan sosial berupa realitas, kebiasaan, dan
tatanan sosial yang menghubungkan individu dengan masyarakat dan unsur unsurnya.

Mukammil dibagi kepada tiga bagian yaitu: 1). Mukammil dalam menjaga daruriyyyat,
2). Mukammil dalam menjaga hajiyyat, 3). Mukammil dalam menjaga tahsiniyyat. Contoh
mukammil dalam daruriyyat (Ismatullah, 2010): pensyariatan azan dalam salat. Contoh
mukammil dalam hajiyat hak memilih dalam jual beli, keringanan jamak salat dalam perjalanan.
Contoh mukammil dalam tahsinyiyat yaitu sunah yang berlaku dalam taharah seperti
mendahulukan kanan dari yang kiri, mukammil tahsiniyat ini tidak merusak maksud asal
(magasid al-asliyyah). Dari sisi manfaatnya, Abd al-‘Aziz menyebutkan empat manfaat
mukammil yaitu: 1). Terwujudnya maksud kesempurnaan, 2). Menjaga maksud kesempurnaan,
3). Mewujudkan maksud pendukung (magasid al-tabi‘ah), 4). Menolak mafsadah lain yang
terjadi dalam mewujudkan magasid asal (al-Rabiah, 2019).

Mahar Sebagai Magasid al-Mukammil
Secara historis, praktik pernikahan pra Islam sangat merugikan dan menghina derajat

perempuan. perempuan pra Islam tidak mendapatkan kedudukan semestinya, jika dalam suatu

% Secara kebahasaan berarti lawan mafsadat, jadi pada dasarnya maslahat merupakan katagori
yang dipersepsi manusia berdasar fitrahnya, lalu secara istilah ia dipahami sebagai sesuatu yang
menghasilkan manfaat dan menolak mudarat. Sebagian penulis teori maqgasid melihat masiahat sebagai
makna atau konsep yang semakna dengan nilai moral. Validitas Maqgasid al-Khalg, (Banda Aceh; Sahifah,
2018), him.88.



Jurnal Tahgiga, Vol. 15 No. 2, Tahun 2021
ISSN: 1978-4945

keluarga lahir seorang anak perempuan yang seharusnya merupakan berkah, namun bagi
mereka hal tersebut merupakan bencana. Kaum Arab pra Islam merasa malu dengan kelahiran
tersebut karena dianggap sebagai sebuah aib. Untuk menghilangkan aib itu, maka mereka
menguburkan anak perempuannya hidup-hidup.® Islam kemudian datang membawa nilai
kemaslahatan yang terdapat dalam pernikahan, pensyariatan pemberian mahar dalam
pernikahan kiranya menjadi tujuan takmilat untuk menaikkan derajat perempuan dan
memuliakannya. Dalam Hadith disebutkan:

0§18 W i UG ool
Artinya: Dari Aisyah: “Rasulullah bersabda: ‘Sebaik-baik pernikahan ialah yang paling mudah.

Dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwa pernikahan yang paling besar
keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya (Hadits Riwayat Ahmad).

Menurut al-Hakim, Hadith ini sahih memenuhi persyaratan al-Bukhari dan al-Muslim
diakui oleh al-Zahabi. Diriwayatkan dari Ugbah, bahwa Rasulallah Saw telah bertanya kepada
seorang laki- laki, “apakah kau rela menikahi si dia? Jawabnya: Ya, kemudian Rasulullah Saw
bertanya kepada si wanita: apa kau suka? Ya, Akhirnya menikahlah mereka tanpa mahar, Lalu
orang tersebut ikut serta dalam perang Khaibar dan ia memesankan pada saat menjelang
kematiannya antara wanita yang dinikahinya mengambil anak panahnya sebagi pemberian
mahar. Lalu wanita tersebut mengambilnya dan menjualnya seharga seratus dirham, kemudian
Rasulallah Saw bersabda: mahar yang lebih baik ialah yang paling mudah, sedangkan mahar
paling sedikit dapat memberikan kesaksian dan diharapkan berkahnya, oleh sebab itu Umar ibn
Khatab telah melarang maskawin yang berlebih-lebihan, lalu katanya: Rasulullah Saw dan juga
putri-putrinya menikah dengan mahar yang tidak lebih dari 12 ugiyah (al-Bukhari, 1993).

Dalam melihat jumlah mahar Rasulullah kepada Istri beliau, Sayyidah Khadijah, Ibn
Hisyam menjelaskan dalam Sirah Ibn Hisyam yaitu:
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Artinya: Rasul memberikan mahar kepada Sayidah Khadijah sebanyak 20 unta bakrah,
Sayyidah Khadijah adalah istri pertama yang beliau nikahi. lbn Hisyam
menambahkan, Rasululah tidak pernah menikah selainnya sampai Sayyidah Khadijah
wafat.

10 Priyanti, Historiografi Mahar dalam Pernikahan, Kajian Gender dan Anak: Volume 12, Nomor
02, Desember 2017, diakses 6 Juni 2020. Hadith riwayat Ahmad, no. 23957, al-Hakim (11/181), ia
mensahihkan dan menilainya sesuai dengan kriteria al-Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak
mengeluarkannya serta disetujui oleh al-Zahabi. Ahmad ibn Hanbal, Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal,
(Beirut: Muassasah al-Risalah, cet. 1, 2001), him.59.
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Dari penjelasan Ibn Hisyam ini, diketahui bahwa kadar mahar Rasul kepada Sayyidah
Khadijah adalah 20 unta bakrah. Ibn Hisyam menambahkan bahwa unta bakrah adalah jenis
unta berkualitas (Hisyam, 2003). Dari ekplorasi penulis, unta terbaik saat ini ditaksir dengan
harga lima puluh juta rupiah. Dari sini memungkinkan jumlah mahar Rasul kepada Sayyidah
Khadijah jika dikonversikan menjadi satu milyar rupiah. Dari Hadith dan penjelasan Ibn
Hisyam ini menunjukkan bahwa Rasulullah sangat memuliakan perempuan dengan memberikan
kadar mahar yang tinggi.

Di sisi lain syariat pemberian mahar dapat memotivasi seseorang agar bertekad untuk
melanggengkan pernikahannya, dan dapat mewujudkan kasih sayang. Hal ini sesuai dengan

anjuran Hadith Nabi untuk menikah disertai dengan memberikan mahar sesuai kemampuan
yaltu:

> g OCedig O )l Ova'd
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Artinya: Telah berkata Yahya, telah berkata Waqi’ dari Sufyan dari Abi Hazm ibn Dinar dari
Sahal ibn Said as-Sa’idi bahwa Nabi berkata:” hendaklah seseorang menikah
meskipun (hanya dengan mahar sebuah cicin yang terbuat dari besi (HR Bukhari).

Dan Hadith:
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Artinya: Imam al-Tirmidzi meriwayatkan dari ‘Abdullah ibn ‘Amir ibn Rabi‘ah bahwa
seorang wanita dari Bani Fazarah menikah dengan mahar sepasang sandal, yakni,
mahar dari suaminya berupa sepasang sandal yang dipakainya di kedua kakinya.
Sepertinya suaminya adalah tukang sepatu. Rasulullah bertanya kepadanya:
“Apakah engkau rida terhadap diri dan hartamu dengan sepasang sandal?” Ia
menjawab: “Ya,” maka Nabi membolehkannya (al-Muslim, tt).

Dan Hadith:
b e ol b
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Artinya: Abu Dawud meriwayatkan dari Jabir ibn ‘Abdillah bahwa Rasulullah bersabda:
Barangsiapa yang memberi tepung gandum atau kurma sepenuh dua telapak

tangannya untuk mahar seorang wanita, maka halal baginya untuk menggaulinya (Abu
Dawud, tt).
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Adapun asbab al-wurud dari Hadith wa lau bi khatimin min Hadith di atas yaitu sebagai
berikut: Rasul sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya di Masjid, secara akrab dan penuh
dengan keilmuwan. Seorang perermpuan datang, lalu menanyakan kepada Rasul, Ya
Rasulullah, aku memberikan diriku kepadamu, Rasul diam dan menunduk, tidak memberi
jawaban. Perempuan itu mengulanginya lagi hingga beliau menegaskan tidak bermaksud
mengambilnya sebagai istri. Rasul kemudian menawarkan perempuan ini untuk dinikahkan
dengan lelaki lain, ia pun mengiyakan. Seorang laki-laki dari sahabat Ansar berdiri mengajukan
diri. Saya akan menikahkanmu dengan dia jika berkenan. Laki-laki itu menjawab: Selama
engkau rida ya Rasulullah saya akan menyanggupinya. Apakah engkau memiliki sesuatu untuk
maharnya? Tidak ada ya Rasulullah, pulanglah dulu ke keluargamu, cari siapa tahu engkau
menemukan sesuatu. Laki-laki itu pergi lalu kembali. Saya tidak menemukan apapun ya
Rasulullah. Cari lagi, meskipun cincin besi. Kembali laki-laki itu pulang memenuhi perintah
Rasulullah. la berusaha mencari akan tetapi ia tidak menemukannya. Tidak, demi Allah ya
Rasulullah, walaupun cincin besi. Akan tetapi ini sarungku. Apa yang bisa engkau lakukan
dnegan sarungmu itu? Jika engkau memakainya dia tidak bisa memanfaatkannya sedikitpun.
Lelaki itu duduk, setelah sekian lama ia duduk dan termenung sedih, ia pun meninggalkan
majlis. Rasul memberi perintah agar memanggilnya. Apa yang telah engkau hafalkan dari al-
Quran, laki-laki itu lalu menyebutkan hafalan-hafalannya. Saya nikahkan engkau dengan mahar
hafalan Alguranmu (al-Muslim, tt).

Hadith-Hadith tersebut menunjukkan kewajiban mahar dalam perkawinan sekalipun
sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi bahwa beliau meninggalkan
mahar pada suatu pernikahan. Andaikata mahar tidak wajib tentu Nabi Saw pernah
meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya. Al-Sarakhsyi mengatakan bahwa
kelangsungan generasi sampai kiamat, yaitu dengan melangsungkan pernikahan dan
berketurunan, maksud yang sama juga dikemukakan oleh Imam al-Nawawi. Jika pemenuhan
kadar mahar bisa memberatkan pernikahan akan berefek pada penundaaan pernikahan, maka
realita ini sudah tidak sesuai dari magasid pernikahan untuk berlangsungnya keturunan,
sehingga manusia tidak banyak lagi beribadah kepada Allah.

Ibn ‘Asyur menjelaskan, “Mahar merupakan ciri (simbol) yang dikenal untuk
membedakan antara pernikahan dengan mukhadanah. Hanya saja dalam masyarakat Jahiliyah
ada kebiasaan dimana mempelai laki-laki memberikan sejumlah harta kepada wali dari
perempuan yang ia kehendaki yang biasa mereka sebut hulwan (dengan dhammah ha) dan
perempuan sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Maka Allah membatalkan hal tersebut
dalam Islam dengan menjadikan harta (mahar) tersebut sebagai milik perempuan tersebut
(isteri) dengan firman-Nya: Berikanlah mahar (maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi)
sebagai pemberian yang wajib’

Dari penjelasan yang diberikan oleh Ibnu ‘Asyur di atas juga menunjukkan bahwa
mahar yang diberikan olenh mempelai laki-laki langsung kepada mempelai wanita merupakan
bentuk penghormatan, penghargaan, dan perlindungan yang tinggi terhadap Wanita (al-Tahir,
2001).

Pensyariatan mahar menjadi asbab untuk /i tandasul dikarenakan dengan pemberian
mahar maka melahirkan rasa cinta agar tercapainya maksud tanasial. Tingkatan hajiyah dapat
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dikemukan antara lain, untuk memelihara keturunan. Melengkapkan maslahah pada tingkat
hajiyah (mukammil hajiyat), yaitu untuk melengkapi hifz al-nasl (memelihara keturunan)
melalui pemberian mahar mithil yang sesuai dengan kondisi keluarga calon istri untuk
melanggengkan pernikahan. Contoh lain adalah wanita haidh tidak boleh melakukan apa saja
yang menjadi tujuan mukammil dalam salat. Penyempurna boleh diterapkan apabila tidak
merusak hukum pokok, jika merusak maka harus diabaikan. Hal ini senada dengan kaidah
magqasidiyah al-Yubi (1998):

Sl aiile sdal J olg Jadla JS
Artinya: Setiap penyempurna yang meruntuhkan asalnya adalah batal.
Tujuan utama pernikahan untuk memperoleh ketenangan (litaskunu) akan terwujud
dengan praktik pemberian kadar mahar yang tinggi sebagaimana penulis temukan pada
masyarakat Pidie, dari sini mahar menjadi untuk memenuhi tujuan daruriyyat
(mukammil daruriyyat) Dengan demikian dari praktik ini akan terwujudnya penerimaan
sehingga pernikahan menjadi sakinah mawaddah dan rahmah.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa kedudukan mahar bukanlah syarat
dan rukun nikah, melainkan pemberian wajib kepada calon Istri. Dasar hukum mahar ini dapat
diketahui dari al-Quran maupun al-Hadith. Dari ekplorasi tersebut diketahui bahwa pemberian
mahar harus berdasarkan asas kemudahan dan pemuliaan terhadap istri sehinga memberikan
rasa terhormat.

Pensyariatan mahar dimaksudkan membawa kepada kemaslahatan serta menjadi indikasi
praktik tersebut sesuai dengan magasid al-syari‘ah. Dimana mahar menjadi Al-magasid al-
mukammil, semua hal yang berlaku sebagai penyempurna bagi ketiga tingkatan magqasid,
ketiadaannya tidak merusak magdasid utama (asal). Pemberian mahar pada hakikatnya menjadi
bagian dalam menerapkan penjagaan terhadap tujuan manusia (penyempurna).

SARAN

Ini merupakan kajian pendahuluan untuk menemukan praktik mahar pada
masyarakat Pidie dan mencari kesesuaiannya dengan magasid al-syari‘ah. Penelitian
tentang mahar melalui pendekatan magasid belumlah dilakukan sebelumnya. Begitu
juga ketika memposisikan mahar sebagai maqgdasid al-mukammil. Dari itu, disarankan
agar penelitian ini kedepan lebih diperluas dan dipertajam lagi.
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